
106 
 

 
 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

  



107 
 

 
 

UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG 

PERADILAN AGAMA 

Pasal 49  

(1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006:Pengadilan agama bertugas dan 

berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat 

pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a) perkawinan; b) 

waris; c) wasiat; d) hibah; e) wakaf; f) zakat; g) infaq; h) shadaqah; dan i) 

ekonomi syariah.” 
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UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TETANG 

KEKUASAAN KEHAKIMAN 

BAB XII 

PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN 

Pasal 58 

Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara 

melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian. 

sengketa. 

Pasal 59 

(1) Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar 

pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara 

tertulis oleh para pihak yang bersengketa. 

(2) Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan 

mengikat para pihak. 

(3) Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, 

putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas 

permohonan salah satu pihak yang bersengketa. 
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UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG 

ARBITRASE 

Pasal 1 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan : 

1. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan 

umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis 

oleh para pihak yang bersengketa. 

2. Para pihak adalah subyek hukum, baik menurut hukum perdata maupun hukum 

publik. 

3. Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang 

tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum 

timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para 

pihak setelah timbul sengketa. 

4. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi 

tempat tinggal termohon. 

5. Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa 

melalui arbitrase. 

6. Termohon adalah pihak lawan dari Pemohon dalam penyelesaian sengketa 

melalui arbitrase. 

7. Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang 

bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga 

arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang 

diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase. 
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8. Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang 

bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu; lembaga 

tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu 

hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa. 

9. Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu 

lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik 

Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang 

menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan 

arbitrase internasional. 

10. Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau 

beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni 

penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, 

konsiliasi, atau penilaian ahli. 

Pasal 59 

(1) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan 

diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan 

didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri. 

(2) Penyerahan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), 

dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di 

pinggir putusan oleh Panitera Pengadilan Negeri dan arbiter atau kuasanya 

yang menyerahkan, dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran. 
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(3) Arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli 

pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada Panitera 

Pengadilan Negeri. 

(4) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), 

berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan. 

(5) Semua biaya yang berhubungan dengan pembuatan akta pendaftaran 

dibebankan kepada para pihak. 

 

Pasal 60  

Putusan  arbitrase  bersifat  final  dan  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  dan 

mengikat para pihak.  

Pasal 61 

Dalam  hal  para  pihak  tidak  melaksanakan  putusan  arbitrase  secara  sukarela,  

putusan  dilaksanakan  berdasarkan  perintah  Ketua  Pengadilan  Negeri atas 

permohonan salah satu pihak yang bersengketa.  

Pasal 62 

(1) Perintah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  61  diberikan  dalam  waktu 

paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan 

kepada Panitera Pengadilan Negeri. 

(2) Ketua  Pengadilan  Negeri  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  sebelum   

memberikan   perintah   pelaksanaan,   memeriksa   terlebih  ertentangan  

dengan  kesusilaan  dan  ketertiban  umum. 
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(3) Dalam hal putusan arbitrase tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud   

dalam   ayat   (2),   Ketua   Pengadilan   Negeri   menolak   permohonan   

pelaksanaan   eksekusi   dan   terhadap   putusan   Ketua   Pengadilan Negeri 

tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun.  

(4) Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari 

putusan atbitrase.  

Pasal 63  

Perintah  Ketua  Pengadilan  Negeri  ditulis  pada  lembar  asli  dan  salinan  

otentik putusan arbitrase yang dikeluarkan.  

Pasal 64 

Putusan   arbitrase   yang   telah   dibubuhi   perintah   Ketua   Pengadilan   Negeri,   

dilaksankaan   sesuai   ketentuan   pelaksanaan   putusan   dalam   perkara  perdata  

yang  putusannya  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap. 
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UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG 

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

Pasal 7 

(1) Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas: 

a.Undang-Undang Dasar Tahun 1945;  

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat ;  

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 

d. Peraturan Pemerintah;  

e. Peraturan Presiden;  

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan  

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.  

(2) Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki 

sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).  
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PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 14 TAHUN 2016 

TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA EKONOMI 

SYARIAH 

Pasal 13 

(1) Pelaksanaan putusan perkara ekonomi syariah, hak tanggungan dan fidusia 

berdasarkan akad syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan 

Peradilan Agama. 

(2) Pelaksanaan putusan arbitrase syariah dan pembatalannya, dilakukan oleh 

Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. 

(3) Tata cara pelaksanaan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)mengacu 

pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa. 
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(3) pada Penyelesaian Sengketa.  
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